
PERATURAN BADAN PENGAWAS 

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

PELAKSANAAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG 

BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN  

WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, serta dalam 

rangka mewujudkan pelaksanaan ujian profesi yang 

teratur, efektif dan efisien, ketentuan mengenai  

pelaksanaan ujian profesi bagi Wakil Pialang 

Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil 

Pengelola Sentra Dana Berjangka perlu diubah dan 

disesuaikan; 
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  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

tentang pelaksanaan ujian profesi untuk Calon Wakil 

Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan 

Wakil Pengelola  Sentra Dana Berjangka; 

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5548); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor  90); 

  5. Keputusan Presiden Nomor 86/TPA Tahun 2018 

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan 

Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan 

Kementerian Perdagangan; 

  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 

BERJANGKA KOMODITI TENTANG PELAKSANAAN UJIAN 

PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA, 

WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA 

SENTRA DANA BERJANGKA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:   

1. Ujian Profesi yang selanjutnya disebut Ujian adalah 

suatu proses kualifikasi profesi yang dilaksanakan 

oleh Bappebti.                                                                        

2. Peserta Ujian Profesi yang selanjutnya disebut Peserta 

adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat 

untuk  mengikuti Ujian.                                                                 

3. Komisi Ujian Profesi yang selanjutnya disebut KUP 

adalah Komisi yang melaksanakan dan bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan Ujian. 

Pasal 2 

(1) Peserta wajib memiliki: 

a.  ijazah pendidikan formal paling rendah Diploma III 

(D3) atau yang setara; dan 

b.  sertifikat pelatihan simulasi transaksi Kontrak 

Berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti 

dan/atau Bursa Berjangka.  

(2) Untuk Peserta calon Ujian Profesi Wakil Penasehat 

Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka 

wajib memiliki ijazah pendidikan formal paling rendah 

Strata 1 (S1) atau setara. 

(3) Peserta Wajib mengisi Formulir Pendaftaran 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Badan ini. 

Pasal 3 

(1) Bappebti mengumumkan pelaksanaan Ujian melalui 

Website Bappebti dan/atau media masa paling lambat 

30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Ujian.   
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(2) Bappebti mengumumkan Peserta yang berhak 

mengikuti Ujian tertulis dan lisan, paling lambat 5 

(lima) hari sebelum pelaksanaan masing-masing 

Ujian. 

(3) Pengumuman Peserta sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diumumkan melalui situs web Bappebti 

dan/atau media masa. 

Pasal 4 

(1) Dalam penyelenggaran Ujian, Kepala Bappebti 

membentuk KUP. 

(2) KUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

Ketua dibantu oleh Sekretaris dan Anggota. 

(3) KUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab kepada Kepala Bappebti. 

Pasal 5 

(1) Ujian terdiri dari:  

a.  Ujian tertulis; dan  

b.  Ujian lisan. 

(2) Ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b hanya dapat diikuti oleh Peserta yang nilai 

Ujian tertulisnya memenuhi ketentuan yang berlaku.  

(3) Peserta yang berhak mengikuti Ujian lisan akan 

diberitahukan melalui surat tercatat atau situs web 

Bappebti. 

Pasal 6 

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) huruf a memiliki materi paling sedikit: 

a. pengetahuan umum Perdagangan Berjangka;  

b. pokok-pokok pengaturan Perdagangan Berjangka di 

Indonesia;  

c. pemahaman teknis Pasar Berjangka; 

d. mekanisme dalam Perdagangan Berjangka; dan  

e. Perdagangan Berjangka sesuai bidang spesialisasi 

Wakil Pialang Berjangka/Wakil Penasihat 

Berjangka/Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka. 
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Pasal 7 

Bobot penilaian Ujian adalah 70% (tujuh puluh per 

seratus) untuk Ujian tertulis dan 30% (tiga puluh per 

seratus) untuk Ujian lisan. 

Pasal 8 

Bappebti mengumumkan hasil Ujian akhir paling lambat 

30 (tiga puluh) hari setelah Ujian lisan melalui situs web 

Bappebti dan/atau surat tercatat. 

Pasal 9 

Peserta yang dinyatakan lulus Ujian diberikan Tanda Lulus 

Ujian Profesi. 

Pasal 10 

Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Ujian tercantum 

dalam lampiran Peraturan Badan ini yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

Nomor 60/BAPPEBTI/Per/3/2007 tentang Pelaksanaan 

Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil 

Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana 

Berjangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 










































